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WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR: 100"3"3"3/22 l/HK/410"020.3/2024 

TENTANG 

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik 
memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang akuntabel dan mampu memberikan 
pelayanan berkualitas untuk memajukan 
kesejah teraan masyarakat; 

b. bahwa untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, 
data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi dan 
keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
yang akan menghasilkan layanan terintegrasi, 
diperlukan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan 
sebagai pedoman oleh Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan 
Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
2018 ten tang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik, arsitektur dan peta rencana sistem 
pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan oleh 
Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Keputusan Walikota tentang Arsitektur 
dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Baral 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 



Menetapkan 

KESATU 
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Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Eiektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 
(Serita Daerah Kota Blitar Tah un 2020 Nomor 49) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Blitar Nomor 41 Tahun 2023 ten tang Peru bahan Atas 
Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah 
Kota BlitarTahun 2023 Nomor 41); 

6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2023 
tentang Manajemen Kearnanan Infonnasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kata 
Blitar Tahun 2023 Nomor 26); 

MEMUTUSKAN: 

Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Walikota ini dengan rincian berikut: 

a. Arsitek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Daerah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I; dan 

b. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran !I. 
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Arsitek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan 
kerangka dasar yang mendeskripsikan muatan berikut: 

a. integrasi proses bisnis; 

b. data dan informasi; 

c. infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

d. aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 

e. keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Daerah merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah 
dan langkah penyiapan serta pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah, yang mencakup : 

a. tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

b. manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

c. layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

d. aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

e. infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

f. keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 
dan 

g. audit teknologi infonnasi dan komunikasi. 

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 28 Agustus 2024 
WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B IAN HUKUM, 

!KA HAD! WIJAYA, S.H .• M.H. 
NIP. 197{ 1210 200604 l 008 
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